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TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf
d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Kepala
Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2016 telah diaudit oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945



~

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupatcn Muarc Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

Menetapkan

(2)

dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan
Keuangan memuat :

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Neraca

Laporan Operasional

Laporan Arus Kas

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan Atas Laporan Keuangan

R0 an o

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan capaian kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a.
b.

Pendapatan Rp 990.850.500.694,30
Belanja Rp 1.017.792.838.832,97
Surplus/defisit Rp(26.942.338.138,67)
Pembiayaan
- Penerimaan Rp 41.121.000.866,05
- Pengeluaran Rp 5.917.542.650,00
Surplus/defisit Rp 8.261.120.077,38
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :

(1)

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp
55.674.404.193,79 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan
setelah Perubahan Rp 1.046.524.904.888,09
b Realisasi Rp 990.850.500.694,30
Selisih lebih/(kurang) Rp 55.674.404.193,79

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp 63.952.713.281,09 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja
setelah Perubahan Rp 1.081.745.552.114,06
b. Realisasi Rp 1.017.792.838.832,97

Selisih lebih/(kurang) Rp 63.952.713.281,09
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Selisih anggaran dengan realisasi surflus/defisit sejumlah
Rp (8.278.309.087,30) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surflus/defisit setelah Rp (35.220.647.225,97)
Perubahan

b. Realisasi Rp (26.942.338.138,67)

Selisih lebih/(kurang) Rp (8.278.309.087,30)

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp 17.189.010,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Penerimaan

Pembiayaan Setelah Rp 41.138.189.876,05
Perubahan

b. Realisasi Rp 41.121.000.866,05

Selisih lebih/(kurang) Rp 17.189.010,00

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp 00,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran
Pembiayaan Setelah Rp 5.917.542.650,00
Perubahan
b. Realisasi Rp 5.917.542.650,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 00,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp. 17.189.010,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan
neto Setelah Perubahan Rp 35.220.647.226,05
b. Realisasi Rp 35.203.458.216,05
Selisih lebih/(kurang) Rp 17.189.010,00
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai

berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih awal Rp 41.138.189.876,05
b. Penggunaan SAL sebagai Rp 41.121.000.866,05
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Penerimaan Pembiayaan

Tahun Berjalan

Sub Total Rp 17.189.010,00

Sisa Lebih/kurang Rp 8.261.120.077,38
Pembiayaan Anggaran

(SiLPA/SiKPA)

Sub Total Rp 8.278.309.087,38

Koreksi Kesalahan Rp (17.189.010,00)
Pembukuan Tahun

Sebelumnya

Lain-lain Rp 0,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 8.261.120.077,38
(e+f+g



Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf ¢ per 31
Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

paoop

Jumlah aset

Jumlah kewajiban
Jumlah ekuitas dana
Jumlah Ekuitas dan
kewajiban

Pasal 6

Rp 2.226.181.406.808,46
Rp  76.169.005.980,90
Rp 2.150.012.400.827,56
Rp 2.226.181.406.808,46

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun
2016 sebagai berikut:

a.
b.
c.

d.

Jumlah Pendapatan
Jumlah Beban

Jumlah Surplus/defisit
sebelum pos luar biasa
Surplus/defisit LO

Pasal 7

Rp 1.102.977.197.764,61
Rp 1.009.608.622.978,26
Rp 93.368.574.786,35

Rp 93.039.916.786,35

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun
2016 sebagai berikut:

a.

b.

Saldo kas awal per 31
Januari Tahun 2016
Arus kas bersih dari
aktivasi operasi

Arus Kas bersih dari
aktivasi investasi
Arus Kas bersih dari
aktivitas Pendanaan
Arus Kas bersih dari
aktivitas transitor
Saldo kas akhir per 31
Desember 2016

Pasal 8

Rp  41.503.539.183,63
Rp 207.027.393.181,62
Rp (233.969.731.320,29)
Rp  (5.917.542.650,00)
Rp (238.612.475,08)

Rp 8.571.502.243,88

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2016 sebagai berikut:

a.
b.
.

™0

Ekuitas awal
Surplus/defisit (LO)
Dampak Kumulatif
perubahan
kebijakan/kesalahan
mendasar

Koreksi Persediaan
Lain-lain

Ekuitas akhir

Rp 2.329.876.102.997,50
Rp 93.039.916.786,35
Rp (272.903.618.956,29)

Rp 00,00
Rp (272.903.618.956,29)
Rp 2.150.012.400.827,56



Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,

terdiri dari :
a. Lampiran I 3

Lampiran [.1

Lampiran 1.2 :

Lampiran 1.3 :

Lampiran 1.4 :

Lampiranl.5
Lampiran 1.6 :

Lampiran 1.7

Lampiran 1.8 :

Lampiran 1.9 :

Lampiran 1.10

Lampiran 1.11 :

Lampiran .12 :

b. Lampiran Il

Laporan realisasi anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan

1

kelCipaduain uiusan pemerintahan daerah

dan fungsi dalam keranglza nengelolaan

Lail Ry e s d A

keuangan negara;
Daftar Jumlah Pegawai
Daftar piutang daerah;

Daftar Penyertaan modal (investasi)
daerah;

Daftar  realisasi penambahan dan
pengurangan acsct tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan
penguraiigan aset lainnya

Daftar kegiatan ch;:t‘m yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan

¥ g T T, TR
u.lu;;bb«A; ARTAL L aciniodil uai&lﬁ Lu iun

anggaran berikutnya;
Daftar dana cadangan daerah;

Daftar pinjaman daerah dan obligasi
daerah;

Laporan Perubohon Saldo Anggaran Lebih



c. Lampiran III : Neraca

e. Lampiran IV : Laporan Operasional

f. LampiranV : Laporan Arus Kas

g. Lampiran VI : Laporan PerubahanEkuitas

h. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan
Daerah ini.

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik

daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI
Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 1 - & - 2017

BUPATI TEBO,

Diundangkan di Muara Tebo

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
(NOMOR TAHUN 2017)



